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Bunga dan denda merupakan salah satu aspek yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Eksistensi Putusan
2899 K/Pdt/1994 berakibat adanya multitafsir mengenai pembebanan bunga dan denda dalam hukum
kepailitan yang sudah pada pokoknya diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tulisan ini menganalisis bagaimana pembebanan
bunga dan denda dalam pernyataan kredit macet debitor pailit dalam kasus PT Mimi Kids Garmindo yang
tertuang dalam Putusan 1021K/Pdt.Sus-PAILI1T/2018 ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tulisan ini disusun dengan menggunakan
metode doktrinal. Pembebanan bunga dan denda dalam kredit macet debitor pailit telah menjadi salah satu
pokok permasalahan yang terjadi dalam perkara kepailitan. Dalam kasus PT Mimi Kids Garmindo, debitor
menggunakan Putusan No. 2899K sebagai dasar hukum untuk menyatakan bahwa pembebanan bunga dan
dendatidak dapat diberikan pada kredit yang sudah dinyatakan macet. Pada pokoknya perhitungan
mengenai pembebanan bunga dan denda sudah diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun mengenai pernyataan kredit
macet dalam hukum kepailitan terjadi pada saat putusan pernyataan pailit. Hal inipun berdampak pada
pembebanan bunga dan denda dalam hukum kepailitan. Hasil peneleitian ini adalah hukum kepailitan
mengatur bahwa pembebanan bunga dan denda harus dihitung pada saat putusan pernyataan pailit. Hal ini
merupakan bentuk pengimplementasian sita umum dan asas-asas dalam hukum kepailitan.

...... Interest and penalties are one of the aspects agreed upon in a credit agreement. The existence of
Decision 2899 K/Pdt/1994 results in multiple interpretations regarding the imposition of interest and
penalties in bankruptcy law, which is basically regulated in Article 137 of Law No. 37 of 2004 concerning
Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This paper analyzes how the imposition of
interest and penaltiesin the statement of bad debts of bankrupt debtorsin the case of PT Mimi Kids
Garmindo as stated in Decision 1021K/Pdt.Sus-PAILIT/2018 is reviewed from Law No. 37 of 2004
concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This paper is prepared using the
doctrinal method. The imposition of interest and penaltiesin bad debts of bankrupt debtors has become one
of the main problems that occur in bankruptcy cases. In the case of PT Mimi Kids Garmindo, the debtor
used Decision No. 2899K as a legal basis to state that the charging of interest and penalties cannot be given
to loans that have been declared bad debts. In essence, the calculation of interest and penaltiesisregulated in
Article 137 of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations.
Asfor the statement of bad credit in bankruptcy law occurs at the time of the bankruptcy statement decision.
This also has an impact on the imposition of interest and penalties in bankruptcy law. Bankruptcy law
regulates that the imposition of interest and penalties must be cal cul ated.
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